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WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ©53 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian, perlu ditetapkan rincian alokasi dan harga
eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk tingkat kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Banjarmasin
Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana



4.

5.

6.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Umdang-Umdarrg Nomor I Tahum 2004 terteang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 TPahum 2021 tentang Harmomisast
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4660) ;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang, Namor 19 Tahun 2013 tentang

8.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
106);

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun
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2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 15/M-DAG/PER/4/2023 tentang Pengadaaan Dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Peraturan
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 482);

Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 480);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/
SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2038);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Pertanian: Nomeor 36/
PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk
An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1471);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019
tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan. Pembenah.
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonsia Tahun 2022 Nomor 656);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1250);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin

Tahun 2016 Nomot 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

28.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Keputusan  Gubernur Kalimantan  Selatan Nomor
100.3.3.1/01060/KUM /2023 Tentang Penetapan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran
2024;

MEMUTUSKAN:

Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor  Pertanian Kota Banjarmasin Tahun 2024,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2024.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR
TENTANG

-92 TAHUN 2023

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

JENIS PUPUK
NITROGEN,
UREA NITROGEN, FOSFOR, KALIUM
NO KECAMATAN FOSFOR, FORMULA KHUSUS
KALIUM
(Kg) (Kg) (Kg)

1 Banjarmasin Selatan 40.348 0 0
2 Banjarmasin Timur 18.863 14.173 0
3 Banjarmasin Utara 5.578 1.354 0
-+ Banjarmasin Barat 525 0 0
Total 65.314 15.527 0

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No JENIS PUPUK HARGA / KG
1 Urea Rp. 2.250,00
2 Nitrogen Fosfor Kalium Rp. 2.300,00
3 Nitrogen Fosfor Kalium Formula Khusus

WALI KOTA BANJARMASIN
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